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BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan
Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang
melakukan demonstrasi, terutama yang menjadi korban tindak kekerasan
sebagaimana telah penulis uraikan pada bab terdahulu, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mengalami
kekerasan pada saat melakukan demonstrasi meliputi

a. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang
menjadi korban tindak kekerasan pada saat melakukan
demosntrasi.

b. Pemberian jaminan keamanan terhadap masyarakat yang
menjadi saksi atau korban tindak kekerasanpada saat
melakukan demonstrasi.

c. Pendampingan secara psikologis terhadap korban yang
mengalami trauma atau tekanan psikis.

d. Pemberian pelayanan medis kepada korban yang
mengalami luka-luka akibat tindak kekerasan pada saat
melakukan demosntrasi.

2. Hambatan yang dialami oleh POLRI dalam rangka memberikan

perlindungan hukum terhadap masyarakat yang melakukan
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demonstrasi terdiri dari hambatan yang berasal dari internal POLRI

dan eksternal POLRI.

a

Internal POLRI

1) Kurangnya sarana transportasi seperti kendaraan roda
dua dan roda empat yang dimiliki POLRI.

2) Terbatasnya jumlah personil POLRI dalam satu
wilayah.

3) Adanya dilema anggota POLRI pada saat melakukan
pengamanan demosntrasi.

4) Kurangnya kemampuan dan pengetahuan anggota
POLRI dalam menghadapi demonstrasi.

Eksternal POLRI

1) Sulitnya mencari.-saksi. pada saat terjadi tindak
kekerasan terhadap demonstran.

2) Adanya provokator pada ssat demonstras
berlangsung.

3) Mash adanya sebagian masyarakat kurang
memahami peraturan hukum yang berlaku.

4) Masih adanya sebgaian masyarakat tidak mau

mentaati prosedur pelaksanaan demonstrasi.
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B. Saran
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa bentuk
perlindungan hukum yang ada pada saat ini belum cukup memberikan
jaminan terhadap masyarakat yang melakukan demonstrasi. Maka penulis
memberikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dari
anggota POLRI dalam upaya mewujudkan profesionalisme
guna memberikan  perlindungan  hukum  terhadap
masyarakat yang melakukan demosntrasi.

2. Pemberian pengetahuan terhadap masyarakat secara luas
tentang hukum dan ketentuan mengenai demosntrasi

sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum.
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